
BUPATI MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATUMN DAERAH KABUPATEN MUAM ENIM

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat

BUPATI MUARA ENIM,

bahwa dalam rangka menindaklaajuti Pasal 65 ayat (2) Undang

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu membentuk

Peraturan Daerah te[tang Badan Permusryawaratan Desa;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatem Selatan l€mbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Ternba}€ll Leftbar.a,r Negara Republik Iadoaesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Urrdang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor lll Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2Og L);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembalgunal Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal darr
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2Ol5 tentang pedoman Tata Tertib
darl Mekanisme Pengambilan Keputusajr Musyawaralr Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O14 tentang peraturan

Pelalsana Undang-Undalg Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa
(kmbaralr Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539,
Tarnbahan Lembaraa Negara Republik Indonesia Nomor 123)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47
Tahun 2O15 tentang Perubaian atas peraturan pemerintah Nomor
43 Tahur 2014 telf,taflg Peraturan pelal<sana Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan L€mbaran Negara

Tahun 2015 Nomor 5717);

8.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RT\KYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

darr

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSXAN :

MEnetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.

Pemerintair Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara
Enim.

1.

2.
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3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat
daerah.

5. Camat adalah Perangkat Daerah di wilayah kedanya.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional

yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintatran Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerinta-han dan kepentingan masyarakat setempat dalam

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan

wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwal<ilan veilayah dan

ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah

musyawarah antara Badal Permusyawaratan Desa, Pemerintah

Desa, dan Unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan

Permusyawa.ratan Desa urttuk menyepakati hal yang bersifat

strategis.

11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati

bersama Badan Permusyawar:atan Desa.

12. Keputusan Kepala Desa adalah penetapart yang bersifat konkrit,

individual, dan final.

13. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh

masyarakat sesuai dengaa kebutuhan dal:r merupakan mitra

pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat.

14. Anggaran Pendapatan dal Belanja DeBa selanjutnya disingkat

APB Desa adalah rencana keuangan tahunal pemerintahan desa.

15. Hari adalah hari kerja.
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BAB II

PENGISIAN KEANGGOTAAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu

Pengisian

pasal 2

Pengisial Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa

dilaksanakan secara demokralis melalui proses pemilihan secara

larrgsung atau musyawarah perwakilan dengaa rr.eajamin

keterwakilan perempuan yarlg ditetapkan oleh panitia pengisian

keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.

Bakal calon anggota Badaa Permusyawaratan Desa paling sedikit
memuat 1 (satu) orang perempuan sebagai keterwakilar
perempuan.

Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam)

tahln terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
Anggota Badaa Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak
3 (tiga) kali secara berturut turut atau tidak secara berturut-turut.
Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarai
perwakilan sebagaimaaa dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa

membentuk palitia pengisian keanggotaan Badan
Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengal Keputusan Kepala

Desa.

Panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas unsur perangkat

desa dal unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan
komposisi yalg proporsional.

Pasal 3

Panitia Pengisian Keanggotaan Badan permusyawarata Desa
melakukan verifikasi terhadap kelengkapal dan kebenaral
dokumen persyaratan administrasi bakat calon anggota Badan
PermusyawaJatan Desa dan verifikasi terhadap terpenuhinya
jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) orang keterwakilan
perempuan.

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

(1)
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(2) Dalam hal bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa

tidak memenuhi sekurang-kurangnya I (satu) orang keterwakiian

perempuaq, maka Panitia Pengisian Keanggotaalr Badan

Permusyawaratan Desa membuka kembali pendaftaran

penerimaan bakal calon sampai dengan te!'aringnya sekurang-

kurangnya 1 (satu) orang keterwakilan perempuan.

?asa.l 4

Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5)

melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota

Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waLtu 6 (enacr| bulan

sebelum masa Keanggotaalr Badar Permusyawaratajr Desa

berakhir.

Panitia pengisian menetapkan calon anggota Badan

Permusyawaratan Desa yaIlg jumlahnya sama atau tebih dari

anggota Badan Permusyaqraratan Desa yang dilaksanakan paling

lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Keanggotaan Badan

Permusyawaratan Desa beral<hir.

(3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaar Badar

Permusyar[aratan Desa ditetapkan meLalui proses pemithan

langsung, panitia pengisian menyelenggarakal pemilihan langsung

calon Anggota Badar Permusyawaratan Desa sebagaimana

dimaksud ayat (2).

(4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan

Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses musyawarah

perwalilan calon keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa

sebagaimana pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah

perwalilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Anggota

Pasal 5

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah;

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Ma}ta Esa;

b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
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serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal lka;
c. berusia paling rendah 2O (dua puluh) tahurr sejak pendaftaian atau

sudah/pemah menikah;

d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah pertama

atau sederqiat;

e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;

f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badar permusyawaratan

Desa;

g. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis; darr
h. Memiliki kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi Badan

Permusyawaratan Desa yalg dibuktikan dengan keterangan sehat

dari instansi kesehatan.

Pasa-l 6

Pegawai Negeri Sipil yang akan ditetapkan menjadi anggota Badan
Permusyawaratan Desa, selain harus memenuhi persyaratal
sebagaimara dimatsud dalarn Pasal 5 juga harus memenuhi
ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang mengatur
mengenai Pegawai Negeri Sipil; dan

b. terlebih dahulu harus mendapat izin dari atasannya/instansi
induknya.

Pasal 7

(1) Jumlah arggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan
jumlah gasa1, paling sedikit 5 (lima) orang darr paling balyak 9
(sembilan) orang, dengal memperhatikan luas wilayah,
perempuan, penduduk dan kemampuan keuangan desa.

(2) Komposisi jurr ah anggota Badan Permusyawaratan Desa

sebagaimana dimatsud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. jumlah penduduk sampai dengan 2.500 jiwa, 5 orang anggota;

b. jumlah penduduk dari 2.5O1 s/d 4.OOO jiwa, 7 orang anggota;

c. juntah penduduk lebih dari 4.001 jiwa, I orang anggota.

(3) Anggota Badal Permusyawatan Desa merupakar keterwakilan dari
masing-masing Dusun dalam Desa dengan ketentuan ;

a. apabila jumlal Anggota Badan Permusyawaratan Desa lebih
banyak dari jumlah Dusun, maka untuh Dusun dengan jumlah



(1)

(2)

(1)

(21

(1)

12)

,1

penduduk terbanyak mendapat calon lebih banyak; dan
b. apabila jurr a}r Anggota Badan permusyawaratan Desa lebih

sedikit dari julI ah Dusun, maka untuk Dusun deDgan juanlah
penduduk paling sedikit digabung dalam wilayah Dusun
terdekat.

Bagian Ketiga
pemilihan

Pasal 8

Pemilihan Anggota Badal Permusyawaratan Desa yang
dilatsanakan melalui pemilihal langsung atau musyawarah
perwakilan diikuti oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak
pilih.

Hasil pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan
dituangkan dalarn berita acara tentang pemilihan secara lalgsung
atau musyarawah perwakilan anggota Badar permusyawaratan

Desa dengan dilampiri daftar hadir peserta musyawarah.

Pasal 9

Hasil pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan oleh padtia
pengisiarr ar'ggota E,adalr Permusyawarata, Desa kepada Kepala

Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkarnya hasil
pemilihal secara langsung atau musyawarah perwakilan.

Hasil pemilihal secara langsung atau musyawarah perwakilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala

Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak
diterimanya hasil pemilihan dari palitia pengisian untuk
diresmikan oleh Bupati.

Pasal 10

Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (21 ditetapkan dengan Keputusan
Bupati paling lama 3O (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan

hasil pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan

dari kepala desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku
jabatannya bersumpai/berjanji secara bersama-sana dihadapan

masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.



(3)

(41

8

Pengucapan sumpah/janji anggota Badan permusyawaratan Desa

sebagaimana dimal<sud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh)
hari sejak ditetapkan Keputusan Br.rpati mecgenai peresmian
anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Susunan kata sumpah/janji angggota Badanpermusyawaratan

Desa sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan
memenuhi kewajiban saya setaku anggota Badan
Permusyawaratan Desa dengal sebaik-baiknya, sejujur-jujumya,
dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam
mengamalkan dan mempertahankai Pancasila sebagai dasar
negara; dan bahwa saya akan menegakkal kehidupan demokrasi

dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksaaakan segala

Peraturan Perundalg-undangan dengan selurus-lurusnya yang

berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia"-

pasal 1 1

(1) Pimpinal Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang
Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan I (satu) orang Sekretaris.

(2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan
Permusyawaratan Desa secara lalgsung dalam rapat Badan
Permusyawaratan Desa yalg diadakal secara khusus.

(3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk
pertama kali dipimpin oleh anggota tertua darr dibantu oleh

anggota termuda.

Pasal 12

Sistem dan tata cara pemilihan anggota Badan permusyawaratan Desa

langsung atau musyawarah perwakilan diatur da.larn Peraturan Bupati.

BAB IIl
KEDUDUKAN, KEWENANGAN, FUNGSI DAN HAK

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

pasai 13

Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa dan sejajar dengan pemerintah

Desa.



9

Pasal 14
Badai permusyawaratan 

Dsg4 El6a
a. mensusulkan p."s"rskata,I:;;v;"H;;1*

pemilihan Kepala Desa;
b. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa dan

Desa antarrvaktu;

Kepala Desa hasil

pemilihan Kepala

dan

c- menggali, men€rmpun& menghimpun, merumuskaamenyalurkan aspirasi masyarakat; dand. menJrusul tata tertib Badan permusyaq,aratan 
Desa,

Pasal 15

Badan permusyawaratan 
Desa n

a. membahas a* ,o.oy"purrl"l1lffiJl::rran 
Desa bersamaKepala Desa;

b, menampung dal menyalurka
c. merakukan per*"*."*, *"1"11o"3"" 

masv€rakat desa; dan

Pasal 16
Badan permusyawaratan 

Desa berhal<:
a. mengawasi dan meminta

pemerintahano.*o"o.o"u"fJIiil**T::,Tl:.I"ffiff
Peraturan perundang_undangan;

b. menyatakan pendapat atas
pera&sanaan pembangunan ":1ffiff:f-##flLi:::da., pemberdayaan masyarakat desa; dar ,n""ouo"ili- orur.operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya Oari apA Oes*

BAB ry
HAK, KEWAJIBAN DAN I,ARANGAN

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWATAN DESA

Pasal 17

Anggota Badaa permusyawaratan 
Desa berhak;a- mengajukan usul rancangan peraturan Desa;b. mengajukan pertanyaan;

:. 
menyampaikan usut dan/atau pendapat;

d. memilih dan dipitih;
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e. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan
pelatihan, sosialisasi, bimbingal teknis dai kudungan lapalgar;
dan

f. mendapat tunjangan dari APB Desa.

Pasal 18

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

a. memegang teguh mengarnalkal Pancasila, melaksanaka-n Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia ?al.un 1945 serta

mempertahankan daII memelihara keutuhan Negara kesatuan

Republik Indonesia dan Bhineka Tr.mggal lka;
b. melaksalakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

c. menyerap, menampung, menghimpun, darr menindaklanjuti
aspirasi masyarakat;

d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi,

kelompok dan/atau golongan;

e. menghormati nilai-nitai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat

setempat; dan

f. menjaga norma dan etika da.lam hubungan ke{a dengal lembaga

kemasyarakatan Desa.

Pasal 19

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

a. merugikan kepentingan umum, meresalkan sekelompok

masyarakat desa dan mendiskriminasik€m warga atau golongan

masyaratat desa;

b. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima ualg, barang
dan/atau jasa dari piha* lain yang dapat mempengaruhi keputusan
atau tindakan yang akan dilakukannya;

c. menyalahgunakanwewenang;

d. melanggar sumpah/janji jabatan;

e. merangkap jabatal sebagai Kepala Desa/Perangkat Desa;

L merangkap sebagai anggota Dewan Perwatilan Rakyat Republik
Indonesia, Dewal Perwakilal Daerah Republik Indonesia, Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi atau Dewal Perwalilan Ralqrat

Daerah Kabupaten dan jabatan lain yalg ditentukan dalarn

Peraturan Perundang-undangan;
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g. sebagai pelaksana proyek desa;

h. menjadi pengurus partai politik; dan
i. menjadi alggota dan/atau pengurus organisasi. terlarang.

BAB V

MEKANISME MUSYAWARAH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

pasal 20

Mekaaisme musyawarah Badan permusyawaratan Desa sebagai
berikut:

a. musyawarah Badan permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinarr
Badan Permusyawaratan Desa;

b. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakal sah apabila
dihadiri oleh paling sedikit 213 (d:ua pertiga) dari jumlah anggota
Badan Permusyawaratan Desa;

c. pengambilar keputusan dilakukan dengal cara musyawaral guna
mencapai mufakat;

d. apabila musyawarah muiakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilatukan dengan cara pemungutan suara;

e. pemungutan suara sebagairnana dima&sud dalam huruf d
dinyatakan sa] apabila disetujui oleh paling sedikit % (satu perdua)
ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan permusyawaratan

Desa yang hadir; dal
f. hasil musyawarah Badan permusyawaratan Desa ditetapkan

dengan keputusal Badan permusyawaratan Desa dal dilampiri
notulen musyawaral] yang dibuat oleh Sekrctaris Badan
Permusyawaratan Desa.

BAB YI

PENGISIAN KEANGGOTAAN

BADAN PERM USYAWARATAN DESA ANTARWAKTU

PasaJ, 21

(1) Pengisian keanggotan Badan permusyawaratan Desa antarwaltu
ditetapkan dengan Keputusar Bupati atas usul pimpinan Badan
Permusyawaratan Desa mela_lui Kepala Desa.
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Pengisian keanggotaan Badan permusyawaratan Desa antarwaktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena adanya kekosongan
anggota akibat meninggal duBia, permirrtaan sendiri atau
diberhentikan.

Usulan Pengisian keanggotan Badan permusyawaratan Desa

antarwattu sebagaimala dimaksud pada ayat (2) setelah
memperhatikan urutan pada saat pemilihan langsung atau
musyawaral perwatilan yalg dibuktikal dengan berita aca.ra.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara penggartian

antarwal<tu anggota dan atau pimpinan Badan permusyawaratan

Desa diatur da.larn Tata Tertib Badan permusvawaratan Desa_

BAB VII

PEMBERHENTIAN ANGGOTA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

pasai 22

(1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti, karena:

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

(2) Anggota Badan Permusyawaratai Desa diberhentikan
sebagaimana dimaLsud pada ayat (1) huruf c karena:

a. berakhir masa keanggotaan;

b. tidak dapat melaksanalal tugas secara berkelanjutan atau
berhalargan tetap secara berturut-turut selama 6 (enarn)

bulan;

c. tidat lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan
Permusyawaratan Desa; dan

d. melanggar larangan sebagai anggota Badan Permusyawa-ratan

Desa.

Pemberhentian anggota Badan permusyawaratan Desa diusulkan
oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati atas
dasar hasil musyawarah Badal Permusyawaratan Desa.

Peresmian pemberhentian anggota Badan pe.musyawaratan Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

(3)

(4)
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BAB VIII

PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BADAN
PERMU SYAWARATAN DESA

pasal 23

Da.lam hal salah satu Pimpinal Badan pernusyawatatan Desa

mengundurkan diri sebagai Pimpinan Badan permusyawaratan

Desa maka Anggota Badal Permusyawaratan Desa lainnya segera

mengadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa untuk memilih
Pimpinsn Badan Permusyawaratan Desa dari anggota yang ada.

Rapat Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dinyatatan sah apabila dihadiri oleh sekuraag-kurangnya
213 (dua per tiga) dari jumlal anggota Badan permusyawaratan

Desa dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-

kurangnya 7z (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota

Badan Permusyawaratan Desa yang hadir.

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimal<sud
pada ayat (1) ditefefkan dengan Keputusan Badan
Permusyawaratan Desa dar1 dilengkapi dengan notulen rapat yang
dibuat oleh Sekretaris Badal Permusyawaiatan Desa-

BAB ix
PERATURAN TATA TERTIB

BADAN FERMUSYAWARATAN DESA

pasaT 24

Badaa Permusyawa-ratan Desa menJrusun Peraturan Tata Tertib
Badan Permusyawaratan Desa,

Peraturan Tata Tertib Badal Permusyawaratan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

waktu musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ;

pimpinan musyawarah Badal Permusyawaratan Desa;

tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;

tata laksana dan hal< menyatalan pendapat Badan
Permusyawaratan Desa dan anggota Badan Permusyawaratan

Desa; dan

e. pembuatan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan

Desa.

(1)

(2)

a.

b.

c.

d.



t4

(3) Pengatural mengenai waktu musyawarah sebagaimala dimaksud
pada ayat (2) huruf a meliputi:

a. pelakeanaan jam rnusyawarah;

b. tempat musyawarah;

c. jenis musyawarair; dan

d. daftar hadir anggota Badan Permusyawaratan Desa.

(4) Pengaturafl mengenai pimpinan musyawarah Badan
Permusyawaratan Desa sebagaimana dimal<sud pad,a ayat (2)

huruf b meliputi :

a. penetapan pimpinal musyawarah apabila pimpinan dan
anggota hadir lengkap;

b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua Badan
Permusyawaratat'l Desa berhalangal hadir;

c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua darr wakil
ketua berhalangan hadir; dan

d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai

dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian

anggota Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu.
(5) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Badan

Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c meliputi :

a, tata cara pembahasarr rancangan peraturan desa;

b. konsultasi mengenai rencala dan prograrn pemerintah dcsa;

c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepa-la Desa; dan
d. tata cara menampung atau menyalurkan aspirasi masyarakat.

(6) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat

Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2)

huruf d meliputi :

a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan pemerintahan

desa;

b. penyampaiar jawaban atau pendapat Kepata Desa atas
pandangan Badan Permusyawaratan Desa;

c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat

Kepala Desa; dan

d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Badal
Permusyawaratan Desa kepada Bupati.
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(7) Pengatural mengenai penJrusunan berita acara musyawarah
Badan Permusyawaratar Desa sebagaimala ayat (2) huruf e

meliputi :

penyusunan notulen rapau
penjrusunan berita aca_ra;

format bedta acara;

penandatanganan berita acara; dan
penyampaian berita acara.

BAB X
TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN

MENYALURKAN ASPIRASI MASYARATAT

t1)

pasal 25

Dalam rangka mewujudkan demokrasi, Badari permusyawaratan

Desa menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan
menyalurka a asp)rasi masyarakat.

Dalam hal muncul aspirasi dari masyarakat, Badal
Permusyawaratan Desa mendengar, mencatat, mencari,

menghimpun, memilah dan mernilih referensi/mjukan sebagai

dasar menyalurkan asphasi.

Referensi/rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
bempa kearifan lokal/asat usul dan adat istiadat yang secara

nyata masih hidup, diaJ<ui dan dihormati oleh masyaralcat desa

setempat, Peraturan Perundang-undalgan, dokumen perencanaan

pembangunan dan data/ informasi lainnya yang relevan.

Pasal 26

Dalam hal aspirasi masyata&.at bempa prakars-a pemekaran desa, maka
Badan Permusyawaratan Desa harus mengadakan rapat/musyawa-rah
dengan mengundang seluruh anggota Badan Permusjrawaratan Desa,

Kepala Desa, seluruh Perangkat Desa, seluruh pengurus lembaga

kemasyaraf<atar darr selumh tokoh masyarakat desa sesuai dengan

Peraturar: Perundang-undangan.

a.

b.

c.

d.

e.

(21

(3)
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BAB xI

HUBUNGAN KERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN

KEPAIA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal2T

Hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala

Desa :

a. Badan Permusyawaratan Desa dalam meajalalkan tugasnya

berkoordinasi dengan Kepala Desa; dan

b. bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif.

pasal 28

Hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dengal kmbaga
Kemasyarakatan Desa:

a. Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja Lembaga

kemasyarakatan Desa; dal
b. bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif.

BAB XII

KETENTUAN I^AIN-LAIN

Pasal 29

(U MaBa jabatan anggota Badan Permrrsyawaratal Desa berakhir
dalam ha1 desanya dihapus atau digabung atau karena sebagian

atau seluruhnya penduduknya berpindah, sehingga tida& lagi

memenuhi persyaratar sebagai desa sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

(2) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada anggota dan
pimpinan Badan Permusyawaratafi Desa di Desa yang dihapus atau

digabung atau karena setragian atau seluruhnya penduduknya

berpindah yarrg berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan yang

bersangkutan.

(3) Pemberian penghargaaa sebagaimana dimat<sud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Anggota Badan

Permusj,.awaratan Desa yartg ada pada saat ini tetap menjalankan tugas

sampai berakhir masa keanggotaannya.

BAB xlv
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mr.rlai berlaku, peraturar Daerah
Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan

Permusyawaratan Desa (Lembaral Daerah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2OO6 Nomor 12 Seri D) di.cabut darl dinyatakan tidak berlaku.

pasal 32

Perafuran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundalgkan.

Agar setiap orarg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturar:r Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim.

Diteta arr di Muara Enim
pada ggal ,O D.s.nbor 2016

BUPA MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR
Diundangkan di Muara Enim
pada tanssal ,o 1:_.?1!*l 3g16 _

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2016 NOMOR 6
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